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KATA PENGANTAR

Sebagai unsur lembaga pemerintah pusat yang bertugas memberikan
dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
menyelenggarakan kekuasaan negara, Sekretariat Negara harus selalu
meningkatkan kinerjanya agar semakin efektif, efisien, transparan, responsif, dan
akuntabel. Upaya tersebut telah dilakukan antara lain dengan ditetapkannya
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik
Indonesia, yang mewajibkan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara
untuk menyusun standar pelayanan. Penyusunan standar pelayanan ini sejalan
pula dengan program kerja reformasi birokrasi yang tengah digulirkan di lingkungan
Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri tersebut di atas, seluruh unit kerja di
lingkungan Sekretariat Negara telah menyusun standar pelayanan, yang
seluruhnya berjumlah 152 standar pelayanan, dan telah ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2008. Pengguna pelayanan
dari standar pelayanan tersebut mencakup seluruh unit kerja di lingkungan
Sekretariat Negara/instansi lain/masyarakat luas, serta pengguna pelayanan yang
bersifat khusus, seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara,
Sekretaris Wakil Presiden, dan Deputi masing-masing, serta Tamu Negara.

Standar pelayanan ini merupakan pedoman bagi pelaksana pelayanan di
lingkungan Sekretariat Negara dalam melaksanakan pelayanan dan sebagai
informasi bagi pengguna pelayanan di lingkungan Sekretariat Negara dan/atau di
luar Sekretariat Negara, baik berasal dari instansi terkait maupun masyarakat luas.

Diharapkan standar pelayanan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
dan penuh dengan tanggung jawab. Bagi satuan organisasi/unit kerja yang secara
fungsional memiliki tugas di bidang ketatalaksanaan agar mengevaluasi
pelaksanaan standar pelayanan tersebut, serta berkoordinasi dengan unit
pelayanan untuk menyempurnakan dan mengembangkannya.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA,

M. HATTA RAJASA



SALINAN

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri

1.

Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan
Sekretariat Negara Republik Indonesia, dan guna menjamin
terselenggaranya kinerja pelayanan unit kerja di lingkungan
Sekretariat Negara secara efektif, efisien, responsif, transparan,
dan akuntabel, telah disusun standar pelayanan unit kerja di
lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dipandang perlu untuk menetapkan Standar Pelayanan Unit
Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia
dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik
Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Negara dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2008;

3. Peraturan ...



Menetapkan :
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3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Pertimbangan Presiden;

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan
Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG
STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara
Republik Indonesia adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara
Republik Indonesia merupakan pedoman bagi pelaksana pelayanan
di lingkungan Sekretariat Negara dalam melaksanakan pelayanan
dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan di lingkungan
Sekretariat Negara dan/atau di luar Sekretariat Negara.

Pasal 3
Evaluasi terhadap Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan

Sekretariat Negara Republik Indonesia dapat dilakukan sesuai
dengan kebutuhan.

Pasal 4...
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Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2008

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi dan Humas,

\560-/\»—«-/8

Djadjuk Natsir
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drg. Melly Wundari
Kepala Unit Kesehatan, Biro Umum, Sekretariat
Menteri Sekretaris Negara

Cecep Baharudin
Kepala Unit Keamanan Dalam, Biro Umum,
Sekretariat Menteri Sekretaris Negara

Drs. Refly Badar, M.M.

Kepala Bagian Politik dan Pemerintahan, Biro
Analisis Kebijakan Dalam Negeri, Deputi Menteri
Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan

Drs. Yakob, KM, M.Si.

Kepala Bagian Hubungan MA, MK, dan BPK, Biro
Hubungan Lembaga Negara, Deputi Menteri
Sekretaris Negara Bidang Hubungan
Kelembagaan

Drs. Slamet Muhaemin, M.Si.

Kepala Bagian Hubungan Lembaga Swadaya
Masyarakat Pemberdayaan, Biro Hubungan
Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya
Masyarakat, Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Hubungan Kelembagaan

Hamdani, B.A.

Kepala Bagian Hubungan Ormas Kesamaan
Agama dan Fungsi, Biro Hubungan Organisasi
Kemasyarakatan, Deputi Menteri Sekretaris
Negara Bidang Hubungan Kelembagaan

Andri Kurniawan KP., S.Kom.

Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi
Kepegawaian, Biro Kepegawaian, Deputi Menteri
Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia

Drs. Harly Agung Prabowo, M.Si.

Kepala Bagian Mutasi Pejabat Negara, Biro
Kepegawaian, Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Sumber Daya Manusia

Drs. Sutrisno

Kepala Bagian Kelembagaan, Biro Organisasi dan
Humas, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
Sumber Daya Manusia

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

58. Drs. Masrokhan ...



58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.
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Drs. Masrokhan

Kepala Bagian Humas, Biro Organisasi dan
Humas, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
Sumber Daya Manusia

Surya Dharma, B.B.A., S.E., M.M.

Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pendidikan dan
Pelatihan, Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Sumber Daya Manusia

Agus Subagyo, S.H.

Kepala Bagian Perindustrian, Perdagangan dan
Badan Usaha, Biro Peraturan Perundang-
Undangan Bidang Perekonomian dan Industri,
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
Perundang-Undangan

Ni’'mah Hidayah, S.H., M.H.

Kepala Bagian Aparatur Negara, Biro Peraturan
Perundang-Undangan Bidang Politik dan
Kesejahteraan Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris
Negara Bidang Perundang-Undangan

Novel Hasan, S.E., M.M.

Auditor Ahli Madya pada Biro Pengawasan
Internal, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
Pengawasan

Sofyan Syafri Lubis, S.E.

Kepala Bagian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja,
Biro Akuntabilitas Kinerja, Deputi Menteri
Sekretaris Negara Bidang Pengawasan

Drs. Nata Rukitas, M.M.

Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat Bidang
Hak Asasi Manusia, Pertanahan, dan Perumahan,
Biro Pengaduan Masyarakat, Deputi Menteri
Sekretaris Negara Bidang Pengawasan

Dra. Lely Nova Harena

Kepala Subbagian Penyiapan Pelayanan, Bagian
Tata Graha, Biro Pelayanan Kerumahtanggaan,
Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan
Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Istana

R. Rhina Anita Ernita Martono, S.Sos., M.A.
Kepala Subbagian Media Cetak, Bagian Media,
Biro Pers dan Media, Deputi Kepala Rumah
Tangga Kepresidenan Bidang Protokol, Pers, dan
Media

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

67.Sri ...



67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.
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Sri Sukapti, S.Sos

Kepala Subbagian Pendidikan dan Pelayanan
Agama, Biro Agama dan Sosial, Deputi Sekretaris
Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat

Dedy Triharjanto, S.E., M.M.

Kepala Subbagian Acara Il, Bagian Acara dan
Protokol, Biro Protokol dan Persidangan, Deputi
Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi

Supriyanto, S.Sos.

Kepala Subbagian Administrasi, Bagian Layanan
Media Massa, Biro Media Massa, Deputi
Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi

Mayor Adm. Setiawan Wijayanto

Kepala Subbagian Administrasi Pemberhentian,
Biro Administrasi TNl dan POLRI, Sekretariat
Militer

Ma’analaif, S.H.

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan,
Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Biro Umum,
Sekretariat Militer

Agussalim, S.IP., M.P.P.

Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja,
Bagian Ketatalaksanaan, Biro Organisasi dan
Humas, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
Sumber Daya Manusia

Sri Puspawati

Pegawai pada Biro Organisasi dan Humas, Deputi
Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya
Manusia

Azis Puryono, S.Sos.

Pegawai pada Biro Organisasi dan Humas, Deputi
Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya
Manusia

Hermawan Wijayanto, S.H.

Pegawai pada Biro Organisasi dan Humas, Depulti
Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya
Manusia

Titiek Andriati

Pegawai pada Biro Organisasi dan Humas, Deputi
Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya
Manusia

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota Sekretariat

Anggota Sekretariat

Anggota Sekretariat

Anggota Sekretariat

Anggota Sekretariat

77. Benediktus ...
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78.

79.

Benediktus Samuel Hardiyanto : Anggota Sekretariat
Pegawai pada Biro Organisasi dan Humas, Deputi

Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya

Manusia

Dede Sutendi, A.Md. : Anggota Sekretariat
Pegawai pada Biro Organisasi dan Humas, Depulti

Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya

Manusia

Elisa Cintia Dewi, A.Md. : Anggota Sekretariat
Pegawai pada Biro Organisasi dan Humas, Deputi

Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya

Manusia
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